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Abstrak  
Politik pembangunan organisasi masyarakat Islam ditentukan oleh ideologi dan pemikiran para aktor, serta strategi 
yang dilakukannya. Perbedaan ideologi seperti nilai-nilai yang diyakini, pemikiran para aktor dan strategi yang 
dibuatnya menentukan perbedaan model dari pencapaian organisasi Islam itu sendiri. Walaupun secara umum 
strategi itu diberi makna yang sama sebagai upaya dakwah, namun dakwah Muhammadiyyah berbeda dengan Al-
Washliyah. Muhammadiyah tumbuh sebagai ormas Islam yang memperjuangkan purifikasi agama dan pemikiran 
modern yang membebaskan diri dari 4 mahzab (Maliki, Syafi’I, Hanafi dan Hambali), sedangkan Al-Washliyah justru 
pemikirannya berbasis pada 4 mahzab tersebut dan berjuang dalam upaya pembangunan Islam yang bersifat 
moderat. Namun keduanya sama-sama melakukan strategi dakwah secara holistik, dan berusaha mengambil jarak 
politik secara formal dengan para penguasa. Sama halnya dengan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (Perkim) di 
Malaysia yang berperan dalam dakwah di Malaysia serta memiliki pencapaian-pencapaian pembangunannya, 
terutama mereka fokus kepada proses Islamisasi masyarakat Malaysia yang non-Muslim menjadi Muslim dan dalam 
perjuangan politiknya mereka tidak mengambil jarak politik secara formal dengan penguasa, bahkan melibatkan 
penguasa untuk menjadi pemimpin Perkim.  
Kata kunci: Politik Pembangunan, Ormas Islam, Muhammadiyah, Al-Washliyah dan Perkim 
 
                                                                                                       Abstract 
 
The politics of the development of Islamic community organizations is determined by the ideology and thoughts of the 
actors, as well as the strategies they carry out. Differences in ideology such as the values believed, the thoughts of the 
actors and the strategies they make determine the different models of the achievement of the Islamic organization itself. 
Although in general the strategy was given the same meaning as a preaching effort, the preaching of Muhammadiyyah 
was different from Al-Washliyah. Muhammadiyah grew up as an Islamic organization fighting for the purification of 
religion and modern thought that freed itself from 4 schools (Maliki, Shafi'i, Hanafi and Hambali), whereas Al-
Washliyah thought precisely based on these 4 schools and fought in the efforts of moderate Islamic development . But 
both of them carried out a holistic da'wah strategy, and tried to take political distance formally with the authorities. 
The same is true of the Malaysian Islamic Virtue (Perkim) in Malaysia which plays a role in da'wah in Malaysia and has 
development achievements, in particular they focus on the process of Islamization of non-Muslim Malaysians into 
Muslims and in their political struggle they do not formally distance political politics with the authorities, even involving 
the authorities to become leaders of the Perkim. 
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PENDAHULUAN 
Kajian tentang peran atau partisipasi 
pembangunan oleh kalangan pelaku atau 
aktor bukan Negara sebenarnya sudah 
banyak diteliti di seluruh dunia ini, 
khususnya berkaitan dengan peran civil 
society atau organisasi non-Pemerintah 
(ornop) atau Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dalam memberdayakan 
masyarakat. Namun khususnya tentang 
arah atau orientasi politik dalam kegiatan 
pembangunan atau pemberdayaan 
masyarakatnya belum banyak dikaji. 
Penelitian-penelitian yang telah banyak 
dilakukan terutama menyangkut tentang 
model-model peranan yang berhasil 
ataupun gagal dalam upaya 
memberdayakan masyarakat, mengatasi 
kemiskinan, menggerakkan partisipasi dan 
sebagainya.  
Namun sedikit sekali yang meneliti 
tentang strategi dan model pembangunan 
atau upaya-upaya pemberdayaan itu 
memiliki kaitan erat dengan arah atau 
orientasi yang bersifat ideologis dan fungsi 
atau peran aktor yang 
melatarbelakanginya sehingga secara 
sepintas upaya-upaya pembangunan itu 
sepertinya sama, namun secara ideologis 
sebenarnya membawa arah atau orientasi 
atau strategi atau model tertentu yang 
akan membawa dampak yang berbeda 
antara satu sama lainnya. Penelitian yang 
menyangkut hubungan ideologis, aktor, 
strategi dan model politik pembangunan 
tentunya akan memandang bahwa 
ternyata ada perbedaan dalam upaya-
upaya pembangunan atau pemberdayaan 
itu.  
Seperti model politik pembangunan 
yang dilakukan oleh ormas Islam di 
Indonesia, sepertinya memiliki model yang 
sama, mereka berperan dalam 
pembangunan digerakkan oleh ideologi, 
sistem nilai Islam dalam pemahaman ini, 
lalu bergerak dengan strategi yang sama 
seperti dakwah dalam artian yang holistik, 
dalam bentuk tabligh atau ceramah, 
tarbiyah atau pendidikan dan kegiatan 
pemberdayaan lain, seperti ekonomi, 
kesehatan, dan berbagai amal usaha lain.  
Padahal sesungguhnya berbagai 
organisasi masyarakat Islam seperti 
Muhammadiyah dan Al-Washliyah sedang 
menjalankan tujuan pembangunan yang 
berbeda. Hasil kajian Kusmanto & Warjio 
(Kusmanto & Warjio, 2018) menunjukkan 
bahwa walaupun model politik 
pembangunan keduanya itu sama, namun 
sesungguhnya memiliki orientasi ideologis 
dan peran aktor yang berbeda, sehingga 
memiliki tujuan yang berbeda.  
Muhammadiyah yang berpemikiran 
modernis dalam arti tidak bergantung 
pemikirannya kepada 4 mazhab memiliki 
tujuan untuk menekankan kepada kegiatan 
amar ma’ruf dan nahi munkar dalam 
bentuk penekanan kepada kegiatan 
purifikasi agama dan pembaharuan 
pemikiran/penafsiran (ijtihad) dalam 
rangka mendorong masyarakat Islam 
untuk bisa berkembang dalam jaman 
modern dengan tantangan kehidupan yang 
semakin kompleks. Al-Washliyah mewakili 
organisasi Islam berpandangan tradisional 
yang tetap menggunakan pemikiran Islam 
bersandarkan 4 mazhab tadi, seandainya 
pun diperlukan suatu penafsiran baru 
tetap pemikiran itu akan beranjak dari 4 
mazhab tadi, sikap mereka sangat moderat 
dan tidak menghendaki perubahan 
pemikiran secara bebas dan lebih 
mementingkan kehidupan berjama’ah, 
Keduanya memiliki kecenderungan untuk 
mengambil beberapa ayat Al-Qur’an yang 
berbeda sebagai basis pergerakan mereka 
(Kusmanto & Warjio, 2018). 
Politik pembangunan merupakan 
arah atau orientasi terhadap pilihan 
pilihan pembangunan, berupa ideologi, 
aktor, pendekatan, sistem atau cara, 
strategi atau model yang dikembangkan 
dalam pembangunan (Kusmanto, 2013; 
Warjio, 2016). Berdasarkan konsep seperti 
ini maka banyak kebijakan organisasi yang 
kelihatan sama sesungguhnya berlangsung 
dalam proses formulasi yang berbeda 
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karena memiliki orientasi nilai yang 
berbeda. 
Kajian sebelumnya yang 
menunjukkan adanya perbedaan itu akan 
menjadi lebih menarik apabila dilakukan 
perbandingan dengan ormas Islam 
serantau, maksudnya antara Indonesia-
Malaysia, seperti Perkim (Pertubuhan 
Kebajikan Islam Malaysia). Walaupun 
Perkim merupakan organisasi dengan 
pemikiran tradisional dalam arti tetap 
mendasarkan pemahaman keislamannya 
berdasarkan 4 mazhab seperti Al-
Washliyah, namun Perkim memiliki tujuan 
untuk melakukan Islamisasi yang berbeda 
dibandingkan dengan organisasi Islam di 
Indonesia. 
Selain itu, apabila organisasi Islam 
Indonesia cenderung untuk mengambil 
jarak politik dengan penguasa 
pemerintahan, bahkan secara tegas dalam 
anggaran dasar/anggaran rumah tangga 
mereka menyatakan kemandirian 
politiknya terhadap pemerintahan, maka 
Perkim tidak mengambil jarak politik itu, 
bahkan menarik para pemimpin negeri 
(governor dalam wilayah 
persekutuan/federal) sebagai Ketua 
Cabang negeri ataupun Perdana Menteri 
(pemimpin persekutuan/federal) Malaysia 
sebagai Ketua Perkim pusat se-Malaysia. 
Praktik ini sudah dilakukan sejak awal 
didirikannya Perkim untuk memperkuat 
basis kekuasaan agar proses Islamisasi 
dapat dilakukan secara efektif. 
Muhammadiyah dan Al-Washliyah 
melakukan proses Islamisasi masyarakat 
Indonesia sejak awal didirikannya 
mengambil jarak politik dengan 
pemerintahan, dalam arti mereka tidak 
menjadi bagian dari kekuasaan politik baik 
partai politik maupun para penguasa yang 
sedang menjalankan pemerintahan. Sikap 
ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa 
organisasi mereka bukanlah organisasi 
untuk berpolitik melainkan organisasi 
masyarakat yang bertujuan untuk 
melakukan Islamisasi masyarakat secara 
kultural melalui strategi dakwah, baik 
dakwah dalam bentuk tabligh atau 
ceramah maupun dakwah bil hal, melalui 
pendidikan, pemberdayaan ekonomi, 
kesehatan, bisnis dan berbagai amal usaha 
lainnya,  
Namun hal ini tidak membuat sikap 
mereka menjadi apolitis melainkan justru 
mereka melakukan kegiatan politik dalam 
rangka mewujudkan kepentingan umat 
dilakukan melalui partai yang mereka 
masuki atau mereka dirikan, baik partai 
yang berideologikan Islam, partai partai 
Islam yang terbuka maupun partai-partai 
yang bersifat nasionalis dan sekuler. 
Penelitian yang dikembangkan 
dengan pendekatan perbandingan antara 
ormas Islam Indonesia dengan Malaysia ini 
menjadi sangat menarik dilakukan dengan 
adanya perbedaan-perbedaan itu. Pada 
awalnya penelitian ini akan menjelaskan 
tentang perbedaan aliran pemikiran Islam 
yang mereka kembangkan sebagai arah 
atau orientasi ideologis mereka, peranan 
aktor, strategi dan model politik 
pembangunan yang mereka 
(Muhammadiyah dan Al-Washliyah 
dengan Perkim) perjuangkan dalam 
rangka mewujudkan peran dan cita-cita 
mereka. 
Penelitian tentang ormas Islam pada 
umumnya diletakkan dalam konteks 
masyarakat sipil Islam pada dasarnya 
menyelidiki tentang ormas Islam dengan 
ciri kemandirian atau keswadayaan dan 
kesukarelaan. Hikam menulis tentang 
hubungan Islam dengan masyarakat sipil 
dan demokrasi. Kajian ini merupakan 
kumpulan dari berbagai tulisan yang 
dimuat di koran Media Indonesia, tentang  
perjuangan Islam dalam banyak aspek 
kehidupan di masa Orde Baru. Persoalan 
yang dibahas meliputi persoalan Islam dan 
tantangan pluralisme sosial serta kesatuan 
bangsa, Islam dan hak asasi manusia, Islam 
dan moderenisasi, Islam dan gerakan 
fundamentalisme, Islam dan masyarakat 
sipil dalam usaha pendemokrasian. Tulisan 
ini hanya berupa kasus-kasus yang terjadi 
yang ingin menunjukkan bahwa ormas 
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Islam sebenarnya memiliki peranan yang 
besar dalam menentukan proses 
pemerintahan atau demokrasi (Hikam, 
2000). 
Heffner yang menggunakan istilah 
civil Islam, menguraikan tentang 
perjuangan politik sipil Islam dan usaha 
demokratisasi pada masa awal Orde Baru 
hingga runtuhnya pemerintahan Soeharto. 
Kajian yang dilakukan Heffner 
menyimpulkan bahwa muslim di Indonesia 
memiliki banyak perbedaan baik dalam 
ideologi atau aliran pemikiran, tingkatan 
sosial ekonomi, maupun kecenderungan 
politik. Selain itu, kalangan muslim di 
Indonesia sejak awal kemerdekaan 
memiliki orientasi kekuasaan dan 
memberikan dampak yang besar terhadap 
munculnya banyak organisasi sosial dan 
partai politik Islam yang berbeda-beda 
yang menandakan adanya pluralisme 
(Heffner, 2000).  
Kepentingan untuk memiliki 
pengaruh dalam kekuasaan menjadi alasan 
untuk kalangan muslim dalam menerima 
demokrasi dan kebebasan. Heffner sebagai 
antropolog melihat ormas Islam terbesar 
di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) 
memiliki peranan yang besar dalam 
memberikan arah dan bentuk kepada 
masa depan masyarakat Indonesia.  
Apabila elite-elite mereka memiliki 
sikap yang moderat dan menghargai, serta 
mengembangkan pluralisme, maka masa 
depan demokrasi akan dimiliki oleh 
Indonesia. Walaupun masa depan itu 
dihantui oleh kekerasan massa yang sering 
muncul di Indonesia, seperti ketika warga 
NU dan militer terlibat kekerasan dan 
pembunuhan besar-besaran terhadap 
kalangan komunisme pada peristiwa 
September 1965 atau keterlibatan 
kekerasan massa terhadap orang-orang 
Tionghoa dari pihak yang tidak jelas pada 
masa kejatuhan Soeharto di bulan Mei 
1998. Tentu saja sudah banyak yang 
membuktikan bahwa massa Islam yang 
besar seharusnya tidak menjadi hantu 
yang menakutkan bagi warga lain karena 
massa yang besar ini bersikap moderat 
dan menjadi penggerak utama 
demokratisasi. 
Selain itu dalam penelitian lain 
muncul suatu gagasan masyarakat madani 
yang dipercaya sebagai terminologi Islam 
pengganti istilah masyarakat sipil, seperti 
oleh Nurcholish Madjid yang membahas 
tentang pentingnya masyarakat madani 
sebagai tiang utama dari kehidupan politik 
yang demokratis dan dapat menjalin 
hubungan dengan negara dalam sifatnya 
sebagai pelengkap, manakala masyarakat 
madani dapat tampil untuk mengisi ruang 
yang tidak dapat diisi oleh negara. 
Masyarakat madani menurutnya 
merupakan masyarakat perkotaan yang 
beradab. Tulisan ini menekankan akan 
pentingnya membina suatu masyarakat 
yang beradab (Madjid, 1999).  
Penulis lainnya yang mendukung 
konsep Nurcholish Madjid adalah 
Azyumardi Azra yang menulis tentang 
pengertian masyarakat madani secara 
normatif, sebagai masyarakat yang 
beradab, sehingga penting sekali untuk 
dapat mewujudkan masyarakat madani 
dalam kehidupan berbangsa yang 
demokratis dengan strategi kultural, 
bukan memperjuangkan dalam bentuk 
suatu pemerintahan Islam formal, seperti 
yang dilakukan oleh gerakan Islam yang 
bersikap radikal (Azra, 2000).  
Konsep masyarakat madani tersebut 
akan menjadi sangat berbeda apabila kita 
melakukan perbandingan kajian tentang 
masyarakat madani dengan yang 
dikemukakan oleh Akram Diya’ Al-Umari 
tentang masyarakat madani di zaman Nabi 
Muhammad SAW, sebagai masyarakat 
yang ideal dan patut dipedomani serta 
diperjuangkan dalam kehidupan di masa 
kini. Akram Diya’ Al-Umari memulai 
pembahasan dari upaya metodologi 
penulisan sejarah secara Islam yang harus 
keluar dari pengaruh teori evolusi Darwin 
dan pentingnya menggunakan terminologi 
syariah dalam menulis dan menafsirkan 
sejarah. Masyarakat madani dibentuk 
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melalui hijrah Nabi Muhammad SAW 
beserta pengikutnya dari Makkah ke 
Madinah. Hijrah ini membentuk 
masyarakat yang bersaudara melalui 
ikatan aqidah Islam sedangkan hubungan 
antar kelompok atau kaum yang berbeda-
beda secara etnik maupun agama diatur 
melaui Mitsaq al-Madinah, suatu konstitusi 
dalam perlembagaan kota Madinah. 
Pengaturan yang lazim ada dalam suatu 
negara ini ternyata tidak dipatuhi oleh 
kalangan Yahudi. Pada akhirnya mereka 
harus disingkirkan dan diperangi. Paparan 
sejarah ini jelas menunjukkan bawa 
masyarakat madani pada hakikatnya 
adalah negara dalam pengertian dan 
konsep negara modern, bukan sekadar 
masyarakat yang beradab (Al-Umari, 
2000). 
Pada kajian ini untuk pertama kali 
dijelaskan tentang arah atau orientasi 
ideologis yang menjadi bagian penting dari 
pendekatan politik pembangunan Islam 
dalam masyarakat madani. Tidak menjadi 
penting betapa hebatnya keberhasilan 
pembangunan dalam pencapaian material 
dan kesejahteraan ekonomi manusia jika 
tujuan penciptaan hidup manusia itu tidak 
tercapai yaitu mardhatillah atau 
penghambaan manusia terhadap Allah 
SWT (Al-Umari, 2000). 
Pada umumnya penulis Barat 
membahas tentang perjuangan politik 
kaum muslimin selalu dipandang penuh 
curiga dengan stigma yang buruk seperti 
anti pluralisme dan anti demokrasi 
(Heffner, 2005). Padahal dalam berbagai 
kasus di berbagai wilayah di dunia yang 
ditulis oleh berbagai peneliti berpendapat 
bahawa masih banyak persoalan yang 
timbul secara internal dari kalangan 
muslim itu sendiri, menyangkut pluralisme 
pemikiran, persaingan dan demokrasi, 
sehingga kalangan muslim tidak boleh 
dipandang sebagai satu kekuatan dengan 
banyak stigma buruk yang dipandang 
dalam perspektif barat, bahkan 
kemungkinan kemungkinan tumbuhnya 
demokrasi justru muncul dari kalangan 
muslim itu sendiri. 
Politik pembangunan Islam memiliki 
perbedaan dengan politik pembangunan 
konvensional yang hanya menekankan 
aspek pencapaian keberhasilan yang 
bersifat kapitalistik dan materialistik saja, 
sehingga banyak menimbulkan paradoks, 
sedangkan perspektif Islam memiliki 
pendekatan yang lebih komperehensif 
untuk mencapai kehidupan yang lebih baik 
tidak hanya di alam dunia saja, melainkan 
di alam akhirat yang akan menjadi masa 
depan manusia yang sesungguhnya.  
Selain itu, selama ini analisis 
pembangunan pada umumnya diletakkan 
dalam sudut pandang yang sempit yaitu 
dari sudut ekonomi, sehingga hampir pasti 
meniadakan peran para aktor politik yang 
memiliki orientasi atau kepentingan-
kepentingan tertentu yang berpengaruh 
terhadap pilihan pilihan pembangunan 
yang dilaksanakannya. Oleh karena itu, 
perspektif politik pembangunan 
keberadaannya diperlukan agar 
penggambaran dan analisis tentang 
pembangunan tidak menjadi dangkal, 
karena hanya melihat proses proses 
ekonomi saja (Kusmanto & Warjio, 2018). 
Politik pembangunan merupakan 
political choice yang di dalamnya 
terkandung arah atau orientasi, strategi, 
model, cara, sistem dan peran aktor politik. 
Political choice terhadap beberapa 
alternatif, menjangkau mulai dari 
persoalan asas yaitu epistemologi maupun 
ontologi (Warjio, 2013). Politik 
pembangunan sebagai suatu konsep 
diperlukan untuk menjelaskan tentang 
cara-cara (politik) atau strategi-
strategi/aliran tertentu yang digunakan 
dalam konteks pembangunan mencapai 
sasarannya. Cara atau strategi tertentu ini 
dapat dilakukan oleh negara, 
institusi/organisasi ataupun partai politik, 
sehingga sesungguhnya pembangunan 
merupakan hasil dari proses politik yang 
dilakukan oleh pemerintah dengan 
perangkat-perangkat lain seperti lembaga, 
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partai politik atau bahkan kelompok 
masyarakat (Warjio, 2013).  
Namun dominasi pendekatan 
ekonomi dalam pembangunan tentu saja 
menyebabkan analisis pembangunan dari 
perspektif politik menjadi mandek, tidak 
berkembang. Padahal kalau mau jujur, 
pembangunan merupakan produk politik. 
Tidak ada pembangunan tanpa ada proses-
proses politik. Sebab proses politik inilah 
yang melahirkan produk politik yaitu 
pembangunan (Warjio, 2016). 
Menghadirkan pembangunan sebagai 
produk politik, proses-proses politik 
menjadi sesuatu yang penting. Di 
dalamnya “bertarung” berbagai aktor 
politik dengan berbagai kepentingan mulai 
dari eksistensi, pembentukan identitas 
sampai pada pemantapan ideologi. Aktor-
aktor politik ini tidak hanya bersifat 
individu tetapi juga kelompok atau negara. 
Mereka bisa merefleksikan kepentingan 
individu tertentu, kepentingan lokal, 
nasional, bahkan asing. Kemampuan 
mereka untuk mempengaruhi aktor-aktor 
politik lainnya dalam proses politik itu, 
sangat menentukan tentang pembangunan 
itu nanti dihasilkan ataupun dijalankan 
sesuai dengan ide ataupun ideologi dan 
kepentingan mereka sebagai representasi 
dari mana mereka berasal. Semakin kuat 
kekuasaan atau wewenang mereka plus 
kemampuan mereka memainkan politik 
tawar-menawar semakin besar peluang 
mereka mendapatkan produk proses 
politik itu, atau kebalikannya itulah 
pembangunan (Warjio, 2016). 
Oleh karena itu, melakukan 
pendekatan perbandingan tentang proses-
proses politik yang dijalankan oleh aktor-
aktor politik pembangunan serantau, 
Indonesia-Malaysia, akan memberikan 
pengetahuan baru tentang begitu 
pluralistiknya masyarakat Islam 
Indonesia-Malaysia dan begitu juga dengan 
persamaan-persamaan pandangan dan 
perannya dalam membangun kehidupan 
masyarakat Islam. 
Setidaknya ada tiga arti penting 
dalam penelitian perbandingan model 
politik pembangunan Islam serantau ini. 
Pertama, pembangunan bukanlah suatu 
proses teknokratis dan birokratis yang 
berdimensi ekonomi dan hanya bisa 
dilakukan Negara saja. Sebaliknya 
pembangunan ternyata merupakan relasi 
ideologis, aktor, kekuasaan dan politik 
yang dapat dilakukan oleh masyarakat 
atau organisasi kemasyarakatan yang 
dapat kita perbandingkan baik perbedaan 
maupun persamaannya. Dalam konteks 
modern, demokrasi memberikan ruang 
yang cukup besar kepada organisasi 
masyarakat  untuk terlibat aktif dalam 
pembangunan. Kedua, melalui penelitian 
perbandingan model politik pembangunan 
organisasi masyarakat, kita dapat 
mengetahui peran aktor dalam proses 
pembangunan yang dijalankan. 
Pendekatan aktor dalam politik 
pembangunan secara spesifik bisa individu 
ataupun lembaga. Ketiga, melalui politik 
pembangunan kita dapat mengetahui 
sistem serta ideologi yang dikembangkan 




Model Politik Pembangunan 
Muhammadiyah dan Al-Washliyah 
Landasan ideologis Muhammadiyah 
tercermin dalam upaya mengembangkan 
suatu pedoman kepribadian (Syaksyiyah) 
yang dirumuskan melalui Muktamar yang 
ke-35 tahun 1962, yang pada bagian 
pertamanya dijelaskan bahwa 
Muhammadiyah adalah organisasi yang 
merupakan gerakan Islam. Maksud 
gerakan Islam adalah dakwah Islam amar 
ma’ruf nahi munkar yang ditujukan kepada 
perseorangan dan masyarakat. Pertama 
mengarah kepada yang telah Islam dan 
bersifat pembaharuan (tajdid) yaitu 
mengembalikan ajaran kepada ajaran 
Islam yang asli dan murni, dan kedua, 
kepada yang belum Islam bersifat seruan 
dan ajakan untuk memeluk agama Islam. 
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Oleh karena itu, harapan untuk mencapai 
tujuan Muhammadiyah akan mendekati 
kenyataan (Sabrie, 1986: 35).  
Selain itu, Ahmad Dahlan memberi 
bentuk perjuangan Muhammadiyah 
melalui penekanannya terhadap 17 ayat 
Al-Qur’an yang ditulis di dalam kamarnya. 
Ketujuh belas ayat ini dapat 
dikelompokkan ke dalam 14 surat, yaitu: 
1) Al Jaatsiyah, ayat 23; 2) Al Fajr, ayat 16-
23; 3) Al Maa’un, ayat 1-3; 4) Ar Rum, ayat 
30; 5) At Taubah, ayat 34-35; 6) Al Ashr; 7) 
Al Ankabut, ayat 2; 8) Az Zumar, ayat 2; Al 
Ahzab, ayat 21; 9) Ali Imran, ayat 1-2 dan 
92; 10) Al An’am, ayat 62; 11) Al Qari’ah, 
ayat 6-11; 12) Ash Shaff, ayat 3-4; 13) At 
Tahrim, ayat 6; 14) Al Hadiid, ayat 16 
(Tamimy, 1990). 
Ayat-ayat tersebut mengandung 
penekanan terhadap aspek kepribadian, 
solidaritas sosial, kesadaran terhadap 
pentingnya waktu, menghindarkan diri 
dari perbuatan yang tidak berguna dan 
perbuatan yang buruk atau jahat, 
meneladani rasul, berjihad, istiqamah dan 
konsisten. Utamanya yang berkenaan 
dengan surat Al-Ma’un, Ahmad Dahlan 
memberi perhatian yang besar, bahkan 
memaknai surat ini sebagai suatu 
kewajiban untuk membantu kaum yang 
lemah seperti menghidupi anak yatim 
piatu dan orang miskin. Selain itu 
mewujudkannya dalam upaya 
memberdayakan masyarakat melalui 
pendidikan, kesehatan dan amal usaha 
yang bersifat ekonomi. Ayat-ayat tersebut 
juga menekankan pentingnya ilmu 
pengetahuan yang mendorong umat 
manusia untuk berbuat bagi masa depan 
yang lebih maju dan beradab. Pada 
prinsipnya pengelompokan ayat tersebut 
lebih berdasarkan kepada pembinaan 
tauhid, aqidah, dan muamalah. 
Sedangkan landasan ideologis Al-
Washliyah dapat dilihat dari tujuan 
dilahirkannya Al-Washliyah yaitu untuk 
menjadi tempat berkumpulnya orang-
orang yang memiliki tujuan mulia, 
terutama membuat hubungan yang baik 
antara manusia dengan Allah 
(hablunminallah) dan hubungan baik 
antara manusia dengan manusia 
(hablunminannas) sesuai dengan surat Ali 
Imran ayat 103 dan 104 (Al-Butary, 2008: 
28-29). Surat tersebut menjadi asas untuk 
membentuk suatu ikatan dalam organisasi 
agar dalam perjuangan menegakkan ajaran 
Islam menjadi lebih kuat dan memiliki 
pengaruh yang besar.  
Selain surat tersebut ada beberapa 
surat yang sering menjadi perhatian dan 
menjadi landasan perjuangan Al-
Washliyah yaitu surat Ash-Shaff ayat 10 
dan 11, An-Nahl ayat 125, Ar-Rad ayat 21, 
As-Syuraa ayat 38, Ali Imran ayat 159, An-
Nisaa’ ayat 59, Al-Qolam ayat 4, Al-Maun 
ayat 1-3, Muhammad ayat 7 dan Al-
Qooriah ayat 6-9.  Kandungan daripada 
surat-surat ini mengingatkan akan 
pentingnya menjalin hubungan dengan 
Allah, berdagangan dengan Allah, 
berakhlak yang mulia, solidaritas sosial 
dan menolong agama Allah. Pada 
hakikatnya surat-surat ini menyentuh 
persoalan tauhid, ibadah dan muamalah. 
Adanya penekanan perhatian 
terhadap surat-surat tertentu baik dalam 
Muhammadiyah dan Al-Washliyah bukan 
berarti mereka menafikan surat-surat lain 
dalam Al-Qur’an. Namun perbedaan 
perhatian ini memang membuat 
kecenderungan yang berbeda dalam 
menjalankan organisasi dan praktik 
ibadah. Selain karena perbedaan aliran 
pemikiran yang dimiliki oleh 
Muhammadiyah dengan Al-Washliyah, 
juga Muhammadiyah lebih 
mengedepankan sikap untuk tidak taqlid, 
sehingga tidak bermazhab dan 
mengharuskan upaya ijtihad secara 
berkelanjutan untuk melakukan 
pembaharuan dengan perubahan tuntutan 
zaman dan aliran pemikiran ini 
diklasifikasikan sebagai pemikiran Islam 
modernis. Sedangkan Al-Washliyah tetap 
menggunakan mazhab, utamanya mazhab 
Syafi’i dan menggunakan fatwa ulama jika 
ada persoalan kehidupan yang dilihat tidak 
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memiliki kedudukan hukum fiqh yang kuat 
yang dapat dijelaskan oleh mazhabnya. 
Perbedaan orientasi idelogis ini 
membuat perbedaan dalam subtansi 
dakwah terutama menyangkut substansi 
pendidikan, tabligh, ceramah-ceramah dan 
cara pandang terhadap ibadah dan 
muamalah. Namun tidak membuat 
perbedaan dalam strategi dakwah itu 
sendiri, keduanya menggunakan strategi 
dakwah yang holistik (bil hal). 
Untuk menjalankan upaya dakwah ini 
tentunya tantangannya sangat besar 
terutama pada masa kolonial dan rezim-
rezim pemerintahan sekuler yang 
menganggap Islam sebagai kekuatan 
politik yang besar dan dapat meruntuhkan 
kekuasaan pemerintahan. Pengalaman 
masa kolonial dan pemerintahan Soekarno 
menjadi sangat berharga ketika Orde Baru 
berkuasa dan bersikap represif, seperti 
para penguasa terdahulu.  
Organisasi Islam sebagai gerakan 
dakwah yang berupaya membuat kebaikan 
masyarakat menilai bahwa setiap upaya 
dakwah yang tidak adaptif akan sulit 
memperoleh dukungan masyarakat 
maupun pemerintahan, sepanjang 
fenomena perilaku masyarakat tidak 
menyimpang dari ketentuan yang 
menyangkut hubungan transendental, 
terutama tidak menyimpang dari aqidah 
dan syariah. 
Pengalaman tersebut mendorong 
para aktor organisasi Islam mengambil 
jarak politik untuk organisasinya, artinya 
mereka akan berusaha untuk tidak 
melibatkan organisasinya dalam berpolitik 
dan menetapkan serta memastikan 
organisasinya merupakan organisasi sosial 
yang berorientasikan kepada nilai-nilai 
Islam dan mengembangkannya melalui 
strategi dakwah yang bersifat holistik (bil 
hal). 
Adapun keinginan mereka untuk 
berpolitik dalam mencapai kekuasaan dan 
untuk melindungi kepentingan-
kepentingan Islam tidak mereka 
perjuangkan melalui organisasi sosial 
mereka melainkan melalui organisasi 
politik ataupun partai-partai politik, 
sehingga ketika mucul masalah-masalah 
dalam aktivitas politik, maka masalah-
masalah ini tidak akan menimbulkan 
gangguan terhadap organisasi sosialnya 
ataupun jika ada persoalan yang menimpa 
para aktor dalam aktivitas politik maka 
organisasi sosialnya tidak terlibat. 
Oleh karena itu hubungan baik 
dengan pemerintah harus tetap dijaga agar 
organisasi masyarakat Islam dapat 
memberikan pengaruh yang baik sesuai 
dengan tujuan dakwah mereka. Mereka 
sangat memahami jika mereka menempuh 
jalan konfrontatif maka keberadaan 
mereka akan terancam dibubarkan dan 
bahkan akan menerima hukuman yang 
bersifat fisik, tentunya dalam keadaan 
demikian kegiatan dakwah dan upaya 
memberdayakan masyarakat akan 
berhenti, sehingga akan merugikan umat. 
Pada kesempatan wawancara dalam 
suatu majelis kumpulan untuk membahas 
aktivitas politik gerakan, Prof. Dr. H. 
Asmuni, M.A. (Ketua Pengurus 
Muhammadiyah Wilayah Sumatera Utara, 
Periode 2010-2015), berpendapat bahawa 
Muhammadiyah memang mengikuti 
seluruh perkembangan kehidupan bangsa 
dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar, 
tidak terkecuali dalam aspek kehidupan 
politik, mereka akan mengingatkan jika 
ada kehidupan politik yang tidak benar. 
Selain itu berupaya agar kehidupan politik 
membawa kepada kebaikan umat. Namun 
sebagai organisasi sosial Muhammadiyah 
tidak terlibat dalam praktik kekuasaan 
politik.  
Sikap yang sama dilakukan oleh Al-
Washliyah untuk mengambil jarak politik 
dengan pemerintahan. Al-Washliyah tidak 
akan berpolitik untuk mencapai kekuasaan 
politik dan menegaskan organisasinya 
memiliki tujuan sosial untuk 
memberdayakan masyarakat dengan dasar 
keislaman, kata Prof. Dr. Ramli Abdul 
Wahid, M.A. (Wakil Ketua Dewan Fatwa Al-
Washliyah). Namun bagi anggotanya 
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diperbolehkan untuk berpolitik dalam 
merebut kekuasaan tetapi melalui 
organisasi politik atau partai-partai politik. 
Akses terhadap kekuasaan politik 
Muhammadiyah dan Al-Washliyah 
diperoleh melalui para anggota mereka 
yang melakukan aktivitas politiknya 
seperti menjadi elite-elite partai yang tidak 
hanya terbatas pada satu partai saja yang 
mewakili masyarakat Islam melainkan 
pada banyak partai yang hidup di 
Indonesia. Sikap seperti ini memberikan 
akses kepada mereka terhadap kekuasaan 
resmi, sehingga memudahkan mereka 
untuk memiliki hubungan yang kuat 
dengan pemerintahan.  
Tekanan untuk tidak berpolitik bagi 
organisasi Islam tidak selalu merugikan, 
karena dengan tekanan itu mereka harus 
memfokuskan diri kepada gerakan 
keagamaan atau dakwah dan 
mengembangkan amal usaha untuk 
memberdayakan masyarakat. Kembali 
kepada kegiatan keagamaan untuk 
membina masyarakat menjadi fokus 
kegiatan organisasi Islam pada umumnya.  
Upaya memposisikan organisasi 
sebagai gerakan dakwah kemasyarakatan, 
bukan gerakan politik telah membuat 
Muhammadiyah maupun Al-Washliyah 
mampu bertahan sepanjang sejarah 
sampai masa kejatuhan era Orde Baru 
yang memerintah secara represif, bahkan 
mereka dapat memanfaatkan aspek 
persuasif dari Orde Baru untuk menarik 
sebanyak mungkin bantuan dan manfaat 
lainnya dari Orde Baru, sehingga mereka 
tidak hanya mampu bertahan melainkan 
mampu tumbuh berkembang dengan pesat 
yang ditandai dengan semakin banyaknya 
jumlah anggota yang mereka miliki, cabang 
gerakan di berbagai kota dan bermacam-
macam amal usaha yang tidak terbatas 
pada pendidikan, melainkan rumah sakit, 
panti asuhan anak yatim dan orang tua 
usia emas, koperasi, percetakan dan 
berbagai amal usaha lain guna 
memberdayakan umat dalam segala aspek 
kehidupan.  
Walaupun rezim militer ini sangat 
kuat, tindakan persuasif akan selalu 
dibutuhkan agar pemerintahanya 
memperoleh legitimasi dari mayoritas 
penduduk Indonesia yang muslim, dan 
keadaan ini telah berhasil dimanfaatkan 
oleh Muhammadiyah dan Al-Washliyah 
untuk memperoleh bantuan dari 
pemerintah dalam mengembangkan 
organisasinya untuk memberdayakan 
masyarakat.  
Keprihatinan terhadap kemiskinan 
dan ketimpangan pendapatan, serta 
pembelaan terhadap golongan lemah tetap 
menjadi salah satu ruh gerakan yang tidak 
pernah pudar. Pada setiap pertemuan yang 
dilakukan oleh Muhammadiyah maupun 
Al-Washliyah, selalu dibahas tentang 
upaya memberdayakan masyarakat.  
Kedua gerakan tersebut aktif dalam 
mengelola wakaf, zakat, sedekah dan infaq 
serta aktivitas untuk menolong golongan 
lemah. 
Muhammadiyah memiliki program 
sosial lebih menonjol dibanding Al-
Washliyah, karena memang 
Muhammadiyah memiliki akar lebih besar 
dan kuat, serta sudah sejak lama merintis 
berbagai usaha di bidang ekonomi seperti 
usaha koperasi, baitul mal wattanwil, bank 
perkreditan syariah, percetakan, 
penerbitan, kerajinan (handycraft), dan 
berbagai usaha-usaha lainnya. 
Liberalisasi dan globalisasi ekonomi 
telah mendorong masuknya arus kapital 
yang besar dan kuat, sehingga 
melemahkan usaha-usaha kecil, termasuk 
usaha yang dibina Muhammadiyah. 
Gerakan ini memilih menghadapinya 
bukan dengan melawannya namun 
bekerjasama dengan mereka yang kuat. 
Gerakan membuat pertemuan dengan para 
pengusaha besar dan kalangan perbankan 
untuk membangun kerjasama ekonomi di 
berbagai bidang. Muhammadiyah dengan 
dukungan elite politiknya dapat 
mendorong berkembangnya kerjasama 
seperti itu. Pada tingkat lokal seperti 
Sumatera Utara, khususnya di Medan 
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upaya seperti itu akan dilakukan sesuai 
kebijakan yang dibuat oleh pusat gerakan 
di Jakarta. 
Bagi rakyat kecil, baik yang tinggal di 
kota dan memiliki usaha secara informal 
dan mereka yang di pinggiran kota dan 
pedesaan pada umumnya kesulitan untuk 
memperoleh pinjaman ataupun kredit 
dapat memperolehnya dari usaha-usaha 
koperasi, simpan pinjam, perkreditan 
syariah atau baitul mal wattanwil  yang 
dikembangkan oleh Muhammadiyah 
sangat menolong mereka, terutama agar 
mereka tidak terjerat oleh golongan 
rentenir yang meminjamkan uang dengan 
bunga yang sangat tinggi.  
Praktik rentenir ini banyak dilakukan 
secara gelap (illegal) kebetulan oleh 
kalangan non-muslim di Sumatera Utara, 
sehingga upaya membuat amal usaha yang 
menyediakan pinjaman dengan cara 
syariah sangat strategik untuk 
dikembangkan guna menyelamatkan umat 
dari jeratan rentenir dan membantu 
usaha-usaha mereka untuk lebih maju lagi. 
Koperasi Surya Abadi yang salah satu 
usahanya adalah simpan pinjam, didirikan 
oleh Muhammadiyah di pinggiran kota 
Medan, yaitu di desa Medan Krio (sekitar 
25 Km dari pusat kota Medan) yang 
penduduknya hampir berimbang antara 
muslim dan kristiani, mampu merekrut 
anggota hingga ke desa-desa lain di 
wilayah itu dengan perputaran uang lebih 
dari Rp.4 milliar suatu jumlah yang sangat 
besar untuk lingkungan desa yang 
marginal. Usaha ini mampu menggerakkan 
ekonomi umat dan membendung praktik 
rentenir yang sangat merugikan. Usaha ini 
menjadi model sukses yang dikembangkan 
ke daerah-daerah lain. 
Strategi pemberdayaan ekonomi 
Muhammadiyah tidak hanya mencakup 
upaya membangun kesadaran tentang 
kekuatan ekonomi umat pada tingkat lokal, 
dengan pendekatan partisipasi menuju 
kemandirian yang bersifat kelembagaan, 
misalnya dengan membentuk Jaringan 
Swadaya Masyarakat (JSM) dari tingkat 
terendah (di desa-desa) dan Usaha 
Unggulan Jama’ah (UUJ) di tingkat cabang 
perkotaan, serta di tingkat wilayah 
(provinsi) membentuk Badan Usaha Milik 
Muhammadiyah (BUMM), sedangkan di 
tingkat Pusat dibangun JAMIAH (Jaringan 
Ekonomi Muhammadiyah) dengan tujuan 
untuk membangun kekuatan ekonomi 
umat dalam menghadapi kekuatan 
ekonomi kapitalistik. 
Seluruh harta kekayaan yang dimiliki 
Muhammadiyah memang dicatat secara 
resmi dan diawasi dengan mekanisme 
yang teratur dan baik oleh Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah, dan tidak ada kekayaan 
yang mengatasnamakan Muhammadiyah 
adalah milik pihak lain atau individu. 
Berbeda dengan Al-Washliyah, para 
anggotanya dapat mengembangkan amal 
usaha seperti pendidikan, koperasi dan 
lain-lain dengan mengatasnamakan  Al-
Washliyah, padahal usaha itu milik pribadi, 
sehingga kita tidak dapat memastikan 
bahwa usaha itu milik gerakan atau 
anggotanya secara individual.  
Oleh karena itu kemajuan amal usaha 
Al-Washliyah tidak selalu bergantung 
kepada organisasi. Namun model seperti 
ini kelihatannya kurang membawa 
perkembangan yang cepat, bahkan jika ada 
anggota yang memiliki usaha pendidikan 
mengalami kemunduran, maka pengurus 
Al-Washliyah tidak dapat berbuat banyak.  
Walau bagaimanapun kuatnya daya 
tarik politik, gerakan sosial 
kemasyarakatan tetap hidup dan menjadi 
ruh atau semangat gerakan yang tidak 
pernah pudar, kerana keprihatinan dan 
pembelaan terhadap golongan lemah 
memang menjadi salah satu motivasi 
utama pendirian organisasi masyarakat 
Islam sesuai dengan sistem nilai, doktrin 
dan norma-norma Islam. 
Kedua-dua organisasi ini jelas 
memiliki kecenderungan ideologis 
berbeda karena masing-masing hanya 
fokus kepada ayat-ayat tertentu yang 
dianggap penting untuk dilaksanakan, 
tetapi dalam tataran strategi mereka 
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mengambil cara yang sama untuk 
membuat kebaikan kepada masyarakat 
yaitu dakwah yang holistik dan agar 
dakwah dapat berjalan secara 
berkelanjutan dari masa ke masa dan 
memperoleh tantangan dari rejim yang 
sering kali bersifat represif, maka kedua 
organisasi tersebut berupaya membuat 
jarak politik dengan pemerintahan dalam 
bentuk penetapan kedua organisasi ini 
sebagai organisasi kemasyarakatan dan 
tidak aktif dalam lapangan politik praktis.  
Namun bukan berarti mereka tidak 
berpolitik untuk memiliki kekuasaan dan 
memperjuangkan kepentingan Islam. Para 
anggota kedua organisasi ini 
diperbolehkan untuk melakukan aktivitas 
politik namun dalam organisasi lain, 
seperti organisasi politik ataupun partai-
partai politik. Model politik pembangunan 
seperti ini pada umumnya dilakukan oleh 
banyak organisasi Islam di Indonesia. 
 
Model Politik Pembangunan Perkim 
Berbeda dengan Perkim yang 
didirikan di Malaysia, sejak awal telah 
berusaha mencari dukungan pemerintah 
dengan cara mendudukkan Perdana 
Menteri sebagai pemimpin negara federal 
untuk menjadi Ketua Perkim keseluruhan 
Malaysia dan para Menteri Besar yang 
memimpin negeri-negeri atau negara-
negara bagian sebagai pemimpin cabang 
Perkim di tingkat negara bagian, sehingga 
tidak ada jarak politik antara Perkim 
dengan para penguasa atau pemerintahan 
dan seolah-olah Perkim adalah bagian dari 
kekuasaan itu sendiri. 
Perkim didirikan oleh Tunku Abdul 
Rahman pada tahun 1960 karena 
keprihatinannya atas kegiatan misionaris, 
zending-zending, Lion Club, Rotary Club 
atau kegiatan sejenis yang dikelola 
kalangan non-muslim dan beroperasi 
dalam masyarakat muslim Malaysia, 
sehingga dikhawatirkan kegiatan mereka 
ini akan banyak menimbulkan kemurtadan 
di kalangan muslim Malaysia.  
Tunku Abdul Rahman merupakan 
salah satu pendiri Malaysia dan menjadi 
Perdana Menteri Malaysia yang pertama, 
dilahirkan pada 8 Pebruari 1903 di Alor 
Star, Kedah, merupakan putra dari Sultan 
Abdul Hamid Halim Shah, Sultan Kedah ke-
24. Sejak muda dikenal sebagai penggerak 
kebangsaan Melayu dan memiliki 
keprihatinan yang besar terhadap bangsa 
Melayu Islam. 
Awal sejarah pembentukan Perkim 
memberi tanda yang kuat bahwa Perkim 
akan selalu terkait dengan kepemimpinan 
Malaysia dengan tujuan dakwah. 
Penekanan kepada Dakwah secara holistik 
memang menjadi warna yang kuat dari 
Perkim terutama dalam rangka 
menandingi kalangan misionaris dan 
organisasi sosial kemanusiaan yang 
dikembangkan oleh non-muslim. 
Dakwah menjadi strategi politik 
pembangunan Islam yang utama yang 
dijalankan Perkim, karena dakwah dalam 
pengertian memberikan penerangan yang 
benar dalam cara hidup Islam dan 
mengislamkan yang belum Islam menjadi 
kewajiban atau tanggung jawab yang tidak 
boleh dihindari oleh setiap individu 
muslim maupun komunitas ataupun 
masyarakat muslim, dakwah merupakan 
kewajiban yang menjadi kebajikan utama. 
Sumber utama pemikiran ini mereka 
terangkan dengan landasan utama surat 
Al-Fushilat: 33; An-Nahl: 125; Yusuf: 108 
dan Ali Imran: 110. 
Dakwah akan menjadi lebih efektif 
apabila dijalankan oleh para penguasa 
pemerintahan, pemikiran ini telah menjadi 
tradisi kepemimpinan Perkim. 
Kepemimpinan Perkim di bawah penguasa 
pemerintahan Malaysia terus berlanjut 
sampai kini dan terbukti efektif dalam 
proses Islamisasi Malaysia. Dalam 
berbagai wawancara dan FGD dengan 
pengurus Perkim, seperti Tuan Haji Mohd. 
Nasir bin Che Ali (sekretaris Perkim 
Kelantan), Tuan Haji Abdul Kadir bin 
Muhammad (anggota pengurus Perkim 
Kelantan, Puan Norizan binti Ismail (wakil 
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Perkim Wanita Kelantan), Dr. Mustafa 
Mamat seorang akademisi di Kelantan, 
Dato Musa Hussam seorang Senator dari 
Kelantan, Haji Ropein B. Hasan (Pengarah 
Pembangunan Islam Pemerintahan 
Kelantan), dan beberapa orang dari 
kalangan masyarakat telah membenarkan 
bahwa Perkim selalu dipimpin oleh para 
pemimpin Malaysia, seperti Perkim 
Kelantan dipimpin oleh Menteri Besar 
Dato’ Haji Ahmad bin Yakob. 
Para pemimpin Perkim tidak 
menggunakan Perkim sebagai basis massa 
pemilih (voter) dalam aktivitas politik 
seperti pemilu atau pilihan raya. Perkim 
betul-betul dijadikan sarana dakwah untuk 
mengislamkan orang Malaysia melalui 
dakwah itu sendiri, pendidikan, 
perlindungan bagi mualaf, pemberian 
bantuan sosial, pengumpulan zakat dan 
wakaf untuk dakwah atau bentuk-bentuk 
lain yang mereka sebut sebagai kebajikan 
Islam. 
Anggota Perkim relatif kecil hingga 
saat ini dengan para simpatisannya 
disebutkan kurang dari satu juta orang. 
Namun kalau dilihat dari banyaknya 
kalangan non-muslim Malaysia menjadi 
mualaf, maka Perkim dapat dinilai telah 
berhasil menjalankan misi dakwah, seperti 
kerja Perkim di Sabah yang pada awal 
kemerdekaan kalangan muslim itu hanya 
merupakan minoritas, saat ini muslim 
menjadi mayoritas dengan jumlah 70 
persen dari penduduk Sabah. Perkim juga 
banyak menarik kalangan politisi non-
muslim Malaysia menjadi muslim. 
Dalam pencapaian ini para anggota 
Perkim tidak lagi perlu beraktivitas ganda 
selain menjadi penggerak dakwah dalam 
organisasinya, juga melakukan aktivitas 
politik diluar organisasinya untuk 
mencapai kekuasaan dan 
memperjuangkan kepentingan-
kepentingan Islam seperti fenomena 





Perbandingan orientasi, strategi dan 
model politik pembangunan Indonesia-
Malaysia menunjukkan bahwa setiap 
organisasi memiliki orientasi ideologis 
parsial dalam arti hanya menekankan 
kepada beberapa nilai-nilai Islam yang 
dianggap paling penting untuk dijalankan 
atau diamalkan. Selain itu, mereka 
sependapat untuk mengambil dakwah 
sebagai strategi utama dalam menjalankan 
pembangunan Islam.  
Perbedaannya terletak pada model 
politik pembangunan yang dijalankan di 
Indonesia dengan di Malaysia. Pada 
umumnya Islamisasi yang dilakukan para 
aktor organisasi masyarakat Islam 
Indonesia seperti Muhammadiyah dan Al-
Wasliyah menggunakan model mengambil 
jarak politik dengan penguasa dan 
menetapkan organisasinya sebagai 
organisasi sosial, kemudian para aktornya 
melakukan aktivitas politik diluar 
organisasinya untuk menduduki 
kekuasaan politik dan memperjuangkan 
kepentingan Islam, sehingga model 
aktivitasnya bersifat ganda. 
Sedangkan organisasi masyarakat 
Islam Malaysia seperti Perkim tidak 
mengambil jarak politik dengan penguasa 
dan bahkan memiliki tradisi untuk 
mendudukan para penguasa pemerintahan 
Malaysia menjadi pemimpin Perkim, 
sehingga para anggota Perkim tidak perlu 
lagi berpolitik untuk menjamin 
tercapainya tujuan Perkim secara efektif. 
Pada kenyataannya Perkim jauh lebih 
efektif dalam mencapai tujuannya 
terutama dalam mengislamkan kalangan 
non-muslim sebagai tujuan dakwah atau 
kebajikan utama Perkim, sedangkan di 
Indonesia dengan banyaknya organisasi 
kemasyarakatan Islam dengan jumlah 
anggota bisa mencapai sekitar 50 persen 
dari jumlah penduduk Indonesia ternyata 
jumlah penduduk muslim semakin 
merosot persentasinya dan banyak 
anggota organisasi yang berpolitik 
malahan terperosok untuk menjadikan 
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kekuasaan dan kekayaan menjadi 
kepentingannya bukan untuk 
memperjuangkan kepentingan Islam. 
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